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TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUl\A '-NGGARA.N, PEJA.BAT YANG BERTUGAS MELAKlKAN
 
TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGEUJARAN ANGGARAl': BEL\.NJA
 

(PEJABAT PEMBUAT KOMlTIvtE'J), PEJABAT YANG BER\VENANG ~\iIENGl'JI DAN
 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH ME\<IBAYAR (PEJABATSPM), BENDAHARA
 

PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)!
 
DEKONSEN'TRASI PADA B.'-DAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERA.H
 

PROVINSI 1 AXIPUNG TAHUN ANGGARAN 1011
 

GUBERNUR LAMPCNG. 

Membaca	 Surat Kepala Badan Pendidikan dan Larihan Daerah Provinsi Lampung Nomor 
893/748.A/Il.l O/SEKRT/20 10 tanggal 27 Desember 2010 perihal Penyampaian 
Konsep SK Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, 
Penandatangan SP'vL Bendahara Pengeluaran ,tV>BN/Dekonsentrasi pada Badan 
Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20] I 

Meuimoang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan 
kegiatan yang dananya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)JDekonsenIJasi Tall WI Anggaran 20 II pada Badan Peudidikan dan 
Latihan Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa PenggU113 

Anggaran. Pejanat yang berrugas melakukan rindakan yang. mengakibarkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen l. Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Beudahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)JDekonsentrasi. yang bertanggung jawab baik dati segi fisik maupun 
efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen 
lsian Pelaksanaan \nggaran (DIPA). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (R~-\-KL) yang bersangkutan: 

b.	 bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama NIP. dan Pangkat sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarar 
untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan rindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran BeIaIIJ3 
(Pejabat Pembuar Komitmenj, Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Swat Perintah Membayar (Pejabat SPMl. Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)iDekonsentrasi. pada Badan 
Pendidikan dan Latinan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20 J I: 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebur di atas, agar 
pelaksanaannya dapat berjalan tertib. dipandang perlu menunjuk/rnengangkat 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan rindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pernbuat Komitmen t 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM). Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tAPBN)lDekonsl:ntrasi, pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi 
Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung: 

Mengingat	 I. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

2. Undang-Undang	 i\,omor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12Tahun 2008: 
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3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan amara Pemerinrah, Pemerinrahan Daerah Provinsi, dan 
Pernerintahan Daeruh Kabupaten/Kota: 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004: 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lernbaga Teknis Daerah Provinsi Lampung; 

Peraruran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER­
66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

MEMUTUSKAN .. 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS ~tELAJ.':'UKAN TINDAK,'\N 
YANG tvtENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARA.N BEL\NJA 
(PEJABAT PEMBlAT KOMITMEN). PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGUJI DAN MENA.>1\fDATANGANI SURAT PERlNiAH ME\1BAYAR 
(PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN-\:\,GGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)! DEKONSENTR-\SI PADA 
BADAN PENDIDIK. ....N DAN LATIHA~ DAERA.H 
PROVINSJ LAMPUNGTAHUN ANGGARAN 20]] 

Menunjuk Pejabat.Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana 
tercantum dalarn kolom 6. kolom 7. kolom 8. dID) kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabatyang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabar Pembuat Komitmen). Pejabat yang: 
berwenang menguji dan men andatangan i Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). 
Bendahara Pengel uaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum 
dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai 
berikut : 

a	 bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan 
kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DI?A'. Rencana Kerja dan Anggaran Kernentenan Negara/Lembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan: 

b.	 bertanggung jawab aras penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya: 

C.	 menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada 
bulan yang lalu: 

d.	 menyampaikan laporan bulanan selambat-lambarnya pada tanggal 10 Isepuluh) 
tiap bulan untuk pelaporan bulan yang. lulu: 

e.	 menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (sam) bulan setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan: 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang. dipimpinnya 
sekurang-kurangnya 1 (sam) kali dalam 3 (riga) bulan dan dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Kas: 

g.	 wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga 
setiap saat dapar diketahui : 

I.	 bahwa ikatan j ang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang 
telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

)	 jumlah nang/dana yang masih tersedia; 
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3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik rnaupun keuangan: dan 

4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h.	 bertanggung jawab rerhadap hal-hal yang rerkait dengan pelaksanaan kegiaran 
yang tidak sejalan dengan konrrak/spesifikasi teknis: 

I.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran 
keuangan, fisiko dan sasaran fungsional selambat-lambatnva 1 I sam) bulan 
setelah kegiaran selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhimya Tahun Anggaran: 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan 
Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut 
kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah; 

Pejabat Pembuat Komitmen bertuuas untuk rnelakukan tindakan vang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperri Surat Perintah Kerja (SPK) 
Kontrak dan mengajukan Surat Perrnintaan Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menandarangani Surat Perintah Membayar (Pejabar SPM) 
mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran 
dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan 
pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan. 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
Satuan Kerja serta : 

a	 wajib menyelenggarakan tara pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan 
Surar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332! 
M/V/91l968 ranggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cam 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nornor 
2] 7/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari IQ90 tentang Mekanisme Pembayaran 
dalam Pelaksauaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KlvlK.0.3/2000 tanggal 14 
Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran. Penyaluran Dana. 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan..serta memperhatikan sural Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor 606/Ai\·1K.06'1004 tanggal 28 Desember 2004 
tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendaparan dan 
Belanja Negara Tahun 2005: 

b.	 bertanggung jawao atas isi dan keselamatan kas; 

c.	 menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (Ll\.l\..P) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penurupan buku kas bulan yang barn 
lalu: 

d.	 menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat 
dapat diketahui : 

I.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan y~mg. mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang 
menandatangani SPI\I tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia 
dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran: 

2.	 jumlah nang/dana yang masih tersedia; 

3.	 keadaan/perkernbangan kegiatan baik fisik maupun keuangan: dan 

4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan 

Kepala Satuan Ker.a Perangkat Daerah dalam melaksanakan rugasnya berkewajiban 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. kewajiban dan wewenang Pengelola 
Anggaran, mengendahkan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan 
dan Petunjuk OperasionaI yang dikeluarkan oleh unit-uuit/bagian yang bersangkutan 
khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga 
penanggung jawab dan pembina sehan-hari kegiatml dalam organisasi ymlg 
dipimpinnya. 



KETUJUH	 Mendelegasikan wew enang menandarangani petikan rum salinan Kepurusan tentang 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen l. dan 
Pejahat yang berwenang menandarangani Surat Perintah Membayar I Pejabar SP~I l 

dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2011. yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala 
Biro Administrasi Pembangunan Sekretanat Daerah Provinsi Lampung. 

kEDEL\PAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabai Pernbuat 
Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran yang tercanturn daJam 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DlPA) tidak sesuai dengan nama yang 
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat)!ang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitrnen). Pejabat yang: 
berwenang menguji dan rnenandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPl\ll. 
dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara 
(APBN)!Dekonsentr~i adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercanrum 
dalam Lampiran Keputusan ini. 

f..ESEMBILAN	 Keputusan ini mula. berlaku sejak tanggal 1 Januari 20 I J sampai dengan 
31 Desember 2011. dengan ketentuan apabiJa ill kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mesrinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tangg, ,fZ~ - - ,J!~'!/ 

GUBERt· 
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Mentcn Dalam Negeri wJakarta: 
Merneri Kcuangun eliJakarta. 
Ketua BPK Rl Ul Jakarta. 
Kepala Kantor Wlla\ah VI! Diucn Perbendaharaan IPB ..•• PH)\1ml Lampunz di Bandar Lampung. 
lnspekrur Provm-i Lampung di Bandar Lampung 
Kepala Bappeda PnWlJl31 Lampnng ill Telukbetung 
K<.",,,b Kantor Pajak Pratarna Lampung di Telukbeung
 
Kepala BPK RI Pcrwakrlan Larnpung Ji Bandar La.nputg.
 
Kepala J..:.PPN C1D.mg Bandar Larnpung di Bondar i.arn.-ung.
 

l Kepal.. Dmas/Uruv'iatuan Kcrja.Lcmbaga vaug bersang cutan dt Bondar Lumpuug
 
1 Kepala Brro Keuangan Sc>fdapW\ Lampung ill I elukbet ung.
 
I Kepab Biro Hukurn Serdaprov Larnpung dt Telukbeum.:
 
I Direktui PT Bank l.ampung di Telukberung.
 



LAr-.1PIR,\N	 KFPI f n ISAN (,llnr:RNIIR [ AMI'\ ING 
NOMOR G/f'9 IB V/I-lk1:2011 
TANGGAL ,;to - / - ,2011 

DAFTAR NAMA PEJABAT/PNS y'ANG DITUNJlJK Sr,BAGAl KUASA PENCiGlfN \ ANGGAR.L\N,
 
PEJ/\BAT YANG i\lELAKliKAN IIN[)/IKAN YANG i\lEN<JAKIUA r"AN PENGHI J\RAN AMiGARAN BELi\N.JA (PL~Ji\Bi\ I PI"I\1BIIAl KOMITMEN),
 

PEJABAT YANG Bl:RWFN ANG MENGUJI DAN MENANDAT'\NGANI SURAT PERINTAH 1\1EMBA'JAR (PFJ\BA r SPM),BI'ND'\II,\R '\ PFNGH 1J ARAN
 
.\PBN/DEKONSLNTR,\SI PAlM HADAN PFNDllm.AN DAN LATHIAN DAlR,\1I PROVINSI LAMPliNfi r'\111 fN\NGG'\RL\N 2011
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